
BUPATIBATANG

PROVINSIJAWATENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATENBATANG

NOMOR　8’InHUN2014

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATENBATANG

NOMOR　22TAHUN2011TENTANGRETRIBUSIPERIZINANTERTENTU

DENGANRAHMATTUHANYANG MAHAESA

BUPATIBATANG，

Menimbang：a・bahwa dengm ditetapkmya Peraturan Pemerintah

Nomor97Tahun2012tentang Retribusi Pengendalian

Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin

Mempeke寄akanTenagaKeIjaAsing，PemerintahDaerah

hrwenanguntukmengaturdanmelakukanpemungutan

Retribusi PerpamanganIzin MempekeIjakan Tenaga

KeIjaAsingdenganPeraturanDaerah；

b．bahwa penerbitan perpaJlJanganizin mempekeIjakan

tenaga keba asing yanglokasi keIjanya hntas

kabupaten／kotadalaml（Satu）provinsidanyanglokasi

ke重janya dalam wilayah kabupaten／kota yang

merupakan umsan Pemerintahan Daerah memenuhi

kriteria sebagai Retribusi Perizinan Tertentu

sebagalmana dimaksud dalam Pasa1150　humf c



Mengmgat

－2－

Undang－Undang Nomor28Tahun2009tentang Pajak

DaerahdanRetribusiDaerah；

C．　bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor22

Tahun2011tentang RetribusiPehzinanTertentu belum

mengatur mengenai Retribusi Perpa叫angan Izin

Mempeke重jakan’Itmaga KeTja Asing sehingga perlu

dilakukanpenyesuaian；

d、　bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a，hurufb，dan hurufc，perlu

membentuk PeratuTan Daerah tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomol’22Tahun

2011tentangRetribusiPerizinanTertentu；

1．Pasal18ayat（6〉Undang－UndangDasarNegaraRepublik

IndonesiaTahun1945；

2．Undang－Undang Nomor　9　Tahun　1965　tentang

Pemt鳩ntukan Kabupaten Daerah mngkatII Bata・ng

（Lembaran Neg紬a RepublikIndonesia Tahun1965

Nomor　52，Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor2757）；

3、Undang－Undang Nomor8　Tahun1981tentang Kitab

Undang－UndangHukumAcaraPidana（LembaranNegara

RepublikIndonesia Tahun1981Nomor76Tambahan

IembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3209）；

4．Undang－Undang Nomor13　Tahun　2003　tentang

Ketenagakeljaan（Iembamn Negara RepublikIndonesia

Tahun　2003　Nomor　39　TambahanIJembaran Negara

RepublikIndonesiaNomor3209）；

5．Undang－Undang Nomor　32　Tahun　2004　tentang

Pemerintahan Daerah（ISmbaran Negara Republik

IndonesiaTahun2004Nomor125，Tambahan Lembaran

Negara RepublikIndonesia Nomor4437）sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undmg－

UndangNomor12Tahun2008tentangPembahanKedua

Atas Undang－Undang Nomor32Tahun2004tentang

Pemerintahan Daerah（Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun2008Nomor59，Tambahan Lembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor4844）；
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6．Undang－Undang Nomor　12　Tahun　2006　tentang

Kewarganegaraan RepublikIndonesia（Lembaran Negara

RepublikIndonesia Tahun2006Nomor63，Tambahan

I．embaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4634）；

7．Undang－Undang Nomor28Tahun2009tentang Pajak

DaeI・ahdanRethbusiDaerah（kmbaranNegaraRepublik

IndonesiaTahun2009N°mOr130，TambahanI．embaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor5049）；

8．Undang－Undang Nomor　12　Tahun　2011　tentang

Pemt場ntukan Peraturan Perundang－undangan

（Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun　2011

Nomor　82，Tambahan l．embal・an Negara Republik

IndonesiaNomor5234）；

9．Peraturan Pemerintah Nomor　27　Tahun1983　tentang

PelaksanaanKitabUndang－UndangHukumAcaraPidana

（Ijmbaran Negara RepublikIndonesia Tahun1983

Nomor　36，Tambahan l£mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor　3258）；Sebagaimana telah diubah

dengan Peratul・an Pemerintah Nomor58Tahun2010

tentangPerubuhanAtasPeraturanPemerintahNomor27

Tahun1983tentangPelaksanaan KitabUndang－Undang

Hukum Acara Pidana（Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun　2010　Nomor90Tambahan Lembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor5145）；

10．Peraturan Pemerintah Nomor　21Tahun1988　tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah TingkatII

Pekalongan，Kabupaten Daerah TingkatII Pekalongan

dan Kabupaten Daerah TingkatII Batang（Ifmbaran

Negara RepublikIndonesia Tahun1988　Nomor　42，

TambahanlJembaran Negara RepublikIndonesia Nomor

3381）；

11．Peraturan Pemerintah Nomor　38　Tahun　2007　tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah，

Fbmerintahan Daerah Provinsi，dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten／Kota（Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun2007Nomor82，Tambahan Lembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor4737）；

12．Peraturan Pemerintah Nomor　97　Tahun　2012　tentang

Retribusi Retribusi PengendalianI五Iu Lintas dan
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Retribusi PerpanJanganIzin MempekeIjakan Tenaga

KeもaAsing LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun

2011Nomor216，TambahanLembaran NegaraRepublik

IndonesiaNomor5358）；

13．Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor2　Tahun

2005　tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah

（Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun　2005

Nomor2，SeriENomorl）；

14．Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor22Tahun

2011tentang Retribusi Pehzinan Tertentu（Lembaran

DaerahKabupatenBatangTahun2011Nomor22）・；

DengimPersetujuanBersama

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBATANG

dan

BUPATIBATANG

MEMUTUSKAN：

Menetapkan：PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR　22

TAHUN2011TENTANGRETRIBUSIPERIZINANTERTENTU．

PasalI

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor22

Tahun　2011tentang Retribusi Perizinan Tertentu（Lembaran Daerah

KabupatenBatangTahun2011Nomor22）diubahsebagaiberikut：

1．Diantaraangka24danangka25Pasalldisisipkan4（empat）angka，yakni

angka24a，angka24b，angka24C，dan angka24d，Sehingga Pasall

berbunyisebagaiberikut：

Pasall

DalamPeraturanDaerahini，yangdimaksuddengan：

1．DaerahadalahKabupatenBatang■

2．BupatiadalahBupatiBatang・

3．Pemerintah DaerahadalahBupatibesertaPerangkatDaerah sebagal

unsurpenyelenggarapelaksanapemerintahandaerah・
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4．Pejabatadalah pegawalyangdiberitugastertentu dibidangretribusi

daerahsesuaidenganperaturanpemndang－undangan・

5．Badan adalah sekumpulan orang dan／atau modalyang merupakan

kesatuan，baikyangmelakukanusahamaupunyangtidakmelakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas，perSerOan komanditer，

IerSerOanlainnya，badan usaha milik negaHa（BUMN），atau badan

usehamilikdaerah（BUMD）dengannamadandalambentukapapun，

Hma，kongsi，koperasi，dana pensiun，PerSekutuan，Perkumpulan，

yayasan，Organisasimassa，Orgmisasisosialp01itik，atau Organisasi

lainnya，lembaga dan tBntuk badanlainnya temasuk kontrak

investasikolektifdanbentukusahatetap．

6．Retribusi Dael・ah，yang SelarJutnya disebut Retribusi，adalah

Pungutan Daerahsebagaipembayaranatasjasaataupemberianizin

tertentuyangkhususdisediakandan／ataudiberikanolehPemerintah

DaerahuntukkepentinganorangphbadiatauBadan・

7．PerizinanTertentuadalahkegiatantertentuPemerintahDaerahdalam

t・angka pemberianizin kepada orang pribadi atau Badan yang

dimaksudkan untuk pembinaan，Pengaturan，Pengendalian dan

PengaWaSan ataS kegiatgm，pemanfaatan mang，Serta penggunaan

Sumbel・dayaalam，barang，pI・aSarana，Saranaatauぬsilitastertentu

guna melindungi kepentingan umum dan menJaga kelestarian

lingkungan・

8，∴Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya dapat disingkatIMB，

adalahIzin yang diberikan oleh Bupatiatau pejabat yang diturJuk

kepadaorangpribadiataubadanyangmelakukankegiatanpendirian，

Pembahandanpenambahanbangunan◆

9．Pemutihan adalah pemberianizin terhadap bangunm yang telah

didirikandantanpamemilik上izin・

10．BangunangedungadalahwLJud慮sikhasilpekeIjaankonstruksiyang

menyatu dengan tempat kedudukannya，Sebagian atau seluruhnya

beradadiatasdan／ataudidalamtanahdan／atauair，yangbelrfhngsi

sebagaitempatmanusiamelakukankegiatannya，baikuntukhunian

atau tempat tinggal，kegiatan keagamaan，kegiatan usaha，kegiatan

sosial，budaya，maupunkegiatankhusus・

11．Mendirikan bangunan adalah peke寄aan mengadakan bangunan

seluTuhnyaatau sebagian temasukpekeIjaan menggali，menimbun

atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekebaan

mengadakanbangunantersebut・
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12．Mengubah bangunan adalah pekeljaan mengganti dan／atau

menambah bangunan yang ada，temaSuk pekeIjaan membongkar

yang berhubungan dengan peke寄aan mengganti bagian bangunan

tersebut．

13．Koe丘sien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah

angka prosentase perbandingan antaraluas seluruhlantai dasar

bangunan gedung dan luas lahan／tanah perpetakan／daerah

perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana

tatabangunandanlingkungan・

14．Koe危sienlantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah

angkaprosentaseperbandingan antaraluasseluruhlantaibangunan

gedungdanluaslahan／tanah perpetakan／daerah perencanaanyang

dikuasaisesuairencanatataruangdan rencanatatabmgunan dan

lingkungan．

15，Koensien Ketingglan Bangunan yang selanjutnya disingkat KKB

adalah jarak yang diukur darilantai dasar bangunan，ditempat

bangunan gedung tersebut didirikan sampai dengan titik puncak

bangunan．

16．Gangguan adalah segala perbuataLn dan／atau kondisi yang tidak

menyenangkan atau mengganggu ketertiban，keselamatan，atau

kesehatanumumsecaraterus－meneruS．

17．1Zin Gangguan yang selanjutnya disebutizin adalah pemberianizin

tempat usaha／kegiatan kepadaorang pribadiatau badan dilokasi

tertentu yangdapat menimbulkan bahaya，keruglan，dan gangguan，

tidak temasuk tempat usaha／kegiatan yang telah ditentukan oleh

PemerintahPusatatauPemerintahDaerah．

18．でrayek adalahlintasan kendaman umum unmk pelayananJaSa

angkutan orang dengan mobil bus）mObil penumpang yang

mempunyal aSal dan tujuan peもalanan tetap，lintasan tetap dan

jadwaltetapmaupuntidakbeIjadwal・

19・Izin Trayek adalahizin yang diberikan kepada orang pribadiatau

Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpa・ng umum

padasuatuataubeberapatrayektertentudalamwilayahdaerah・

20．Kendaraanadalahsuatualatyangdapat庇rgerakdijalan，terdiridari

kendaraanbemotorataukendaraantidakbermotor．

21．Angkutan adalah　咋mindahan orang dan／atau barang dari satu

tempatketempatlaindenganmen鏡叫nakankendaraan・

22．Kendaraanumumadalahsetiapkendaraanbermotoryangdisediakan

untukdipergunakanolehumumdengandipungutbayaran・
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23．Kendaraan penumpang adalah setiap kendaraan bemotor yang

dilengkapi sebanyak－banyaknya　8（delapan）tempat duduk tidak

temasuk tempat duduk　呼ngemudi，baik dengan maupun tanpa

perlengkapanpengangkutanbagasi・

24．Mobil Bus adalah setiap kendaraan bemotor yang dilengkapilebih

dari　8（delapan）tempat duduk tidak termasuk tempat duduk

Pengemudi，baikdengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan

bagasi，termaSuk juga mobil bus yang digunakan untuk angkutan

penumpangyangmem亜kijaraksumbulebihatausamadengan3000

（tigaribu）milimeter，Walaupunjumlahtempatduduknyakurangdari

8（delapan）tidakterkasuktempatdudukpengemudi・

24a．RetribusiPerpanJanganIzinMempekeIjakanTenagaKeIjaAsing，yang

Selartiutnya disebut Retribusi Pel．paIUanganIMTA，adalah pungutan

ataspemberianperpanJanganIMTAkepadapemberikerjatenagakerja

asing．

24b．Perpa叫anganIMTA adalahizin yang diberikim Oleh bupati atau

両abatyangditurtjukkepadapemberikeIjatenagakerjaasingsesuai

denganketentuanperaturanperundang－undangan・

24C．TenagaKeIjaAsingadalahwarganegaraasingpemegangvisadengan

maksudbekeljadiwilayahDael’ah．

24d．PemberiKeIjaTenagaKeもaAsingadalahbadanhukumatau badan－

badanlainnya yang mempekeIjakan Tenaga KeIja Asing dengan

membayarupahatauimbalandalambentuklain・

25．Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut

peraturan perundang－undangan retribusi diwajibkan untuk

melakukanpembayaranretribusi，temaSukpemungutataupemotong

retribusiteltentu．

26．MasaRetribusiadalahsuatuJangkawaktuteltentuyangmeruPakan

batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanぬatkanJaSa dan

畔r略inantertentudariPemerintahDaerahyangbersangkutan・

27．Sutat Setoran Retribusi Daerah，yang Selanjutnya disingkat SSRD，

adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah

dilakukan dengan menggunakan　もmulir atau telah dilakukan

dengan cal・alain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang

diturriukolehBupati．

28．SuratKetetapanRetribusiDaerah，yangSelanjutnyadisingkatSKRD，

adalah suratketetapan retribusiyangmenentukan besamyaJumlah

POkokretribusiyangterutang・
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29．Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar，yang Selanjutnya

disingkatSKRDLB，adalahsuratketetapanretribusiyangmenentukan

Jumlahkelebihanpembayaranretribusikarenajumlahkreditretribusi

lebih besar daripada retribusiyang terutang atau seharusnya tidak

terutang・

30．Surat Tagihan Retribusi Daerah，yang Sela可utnya disingkat STRD，

adalah surat untuk melakukan tagihan retrlbusi dan／atau sanksi

administratifberupabungadan／ataudenda．

31．PemeriksaanadalahserangkaiankegiataLnmenghimpundanmengolah

data，keterangan，dan／atau buktiyangdilaksanakan secaraobjektif

dan profesional berdasarkan suatu standaT Pemeriksaan untuk

meng山ikepatuhan pemenuhankewajiban retribusidan／atau untuk

tujuanlain dalam rmgka melaksamakan ketentuan peraturan

Perundang－undanganRetribusiDaerah・

32．Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta

mengumpulkanbuktiyangdenganbuktiitumembuatterangtindak

pidana di retribusi yang teIjadi serta menemukan tersangkanya・

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mu避　dari

penghimpunandatao面ekdansubjekretribusi，penentuanhsamya

retribusiyangterutangsampaikegiatan penagihan retribusikepada

WaiibRetribusisertapengawasanpenyetorannya・

33．Pemungutan adalah suatu rangkaian ke由atm mulai dari

penghimpunandataobjekdansutljekretribusi，畔nentuan膝samya

retribusiyangterutang sampaikegiatan penagihanretribusikepada

WajibRetribusisertapengawasmpenyetorannya・

34．Penyidikanadalahserangkaiantindakanpenyidikdalamhalmenurut

carayangdiaturdalamUndang－UndangNomor8Tahun1981untuk

mencarisertamengumpulkanbuktiyangdenganbuktiitumembuat

terang tindak pidana yang teIjadi dan guna menemukan

tersangkanya．

35．PenyidikadalahpejabatPolisiNegaraRepublikIndonesiaatauPejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang deberi wewenang khusus oleh

undang－undanguntukmelakukanI鳩nyidikan・

36．PenyidikPegawaiNegeriSipilyangselanjutnyadisebutPPNSadalah

PegawaiNegeriSipiltertentu sebagalmanadimaksuddalam KUHAP

yangberadadidaerahymgdiberiwewenangkhususoleh undang－

undang．
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2．Ketentuan Pasa13ditambahkanl（satu）hurufyaknihuruf d，Sehingga

Pasa13berbunyisebagaiberikut：

Pasa13

JenisRetribusiPerizinanTertentudalamperaturaniniadalah：

a．RetribusiIzinMendirikanBangunan；

b．RetribusiizinGangguan；

C．RetribusiizinTrayek；dan

d．RetribusiPerpa刊anganIzinMempekeljakanTenagaKeIjaAsing，

3．Diantara Pasa130dan Pasa131disisipkanl（Satu）Bagian，8（delapan）

Paragraf，danlO（Sepuluh）PasalyakniBagian Keempat，Paragrarl Pasa1

30A，Pasa130B，dan Pasa130C，Paragraf2Pasa130D，Paragraf3Pasa1

30B，Patlagraf4Pasa130F，Paragraf5Pasa130G，Paragraf6Pasa130H，

Paragraf7Pasa130I，danParagraf8Pasa130J，SehinggaBagianKeempat

berbunyisebagaiberikut：

BagianKeempat

RetribusiPerpanJanganIMTA

Paral訂afl

Nama，OtIiek，danSubiekRetribusi

Pasa130A

Dengan nama Retribusi PerpaLmanganIMTA dipungut Retribusi sebagal

pembayaran atas pelayanan pemberian perpanJanganIMTA kepada

PemberikeIjatenagakeIjaasingdiwilayahDaerah・

Pasa130B

（1）0両ek Retribusi PerpanjanganIMTA sebagaimana dimaksud dalam

Pasa13ayat（1）hurufdmeliputipemberianperpanjanganIMTAkepada

PemberiKerjaTenagaKeIjaAsing．

（2）PemberiKeIjaTenagaKeIjaAsingsebagaimanadimaksudpadaayat（1）

tidaktemasukinstansipemerintah，perWakilannegaraasing）badan－

badanintemasional，lembagasosial，lembagakeagamaan，danjabatan

tertentudilembagapendidikan・

Pasa130C

（l）Su申ek RetribusiPerpanjanganIMTA meliputiPemberi Kerja Tenaga

KetjaAsing・
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（2）Su匂ek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat（1）merupakan

WajibRetribusi．

Paragraf2

CaraMengukurTingkatPenggunaanJasa

Pasa130D

TingkatPenggunaanJasaPeIPamanganIMTAdiukurberdasarkanjumlah

penerbitandanjangkawaktuperparJanganIMTA

Paragraf3

PrinsipDanSasaranDalamPenetapanStruktur

DanBesamyaTarif

Pasa130E

（1）Pinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan

lMTAdidasarkanpadat巾uanuntukmenutup sebagian atau seluI’uh

biaya FBnyelenggaraan pemberian petPa叫angan izin yang

bersangkutan・

（2）Biaya penyelenggaraan pemberian pcrpanjanganizin sebagaimana

dimaksudpadaayat（1）meliputi：

a．penerbitandokumenizin，

b．pengawasandilapangan；

C．penegakanhukum；

d．f鴫natauSahaan；dan

e・biayadampaknegatifdaripemberianizintersebut・

Paragraf4

StrukturDanBesamyaTa誼

Pasa130F

（l）Besamya tarirRetribusiPerpartjanganIMTA ditetapkan sebesarlOO

USD（seratusDollarUS）perorangperbulandandibayarkandimuka・

（2）ApabilajangkawaktuperpanjanganIMTAkurangdaril（satu〉bulan，

PemberiKeljawajibmembayarRetribusisebesarl（Satu）bulanpenuh・

（3）Ratribusisebagaimanadimaksud padaayat（1），dibayardenganmata

uang rupiah sesuai kurs yang berlaku pada saat Wajib Retribusi

membayarRetribusi．
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Paragraf5

WilayahPemungutan

Pasa130G

Retribusi perpa叫anganIMTA yang terutang dipungut diwilayah tempat

Perpa」哩mganIMTAdiberikan・

Paragraf6

MasaRetribusiDanSaatRetribusiTerutang

Pasa130H

（1）MasaRetribusiperpanjanganIMTAadalahjangkawaktuyanglamanya

l（satu）bulan takwim ataul（satu）tahun takwim terhitung sejak

tanggalpel・pa呵angmIMTAditerbitkan．

（2）Setelahlewatjangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat（1），

maka hak untuk memanfaatkan atau mempekeIjakan tenaga keIja

asmgmenjadigugur．

（3）Saat Retribusi PerpaJrianganIMTA terutang adalah pada saat

diterbitkanSKRDataudokumenlainyangdipersamakan．

Paragraf7

CaraMenghitungBesamyaRetribusi

Pasa1301

Besamya Retribusi Perpa叫angan IMTA yang terutang dihitung

berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jaSa Sebagalmana

dimaksud dalam Pasiu30D denga tarifRetribusisebagalmana dimaksud

dalamPasa130FAyat（2）・

Paragraf7

KetentuanPerizinan

Pasa130J

（1）Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan perpanjangan

mempeketjakan tenaga keIja asing di wilayah Daerah harus

memperolehperpa叩mgmIMTAdariBupati・

（2）Ketentuanlebihlaniut mengenai perizinan perpanjanganIMTA

sebagaimanadimaksudpadaayat（1）diaturdenganPeraturanBupati・
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（l）Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpa可anganIMTA digenakan

untuk mendanaipenerbitan dokumenizin，pengaWaSan dilapangan，

penegakan hukum，penatauSahaan，biaya dampak negatif dari

perpanJanganIMTA，dan kegiatan pengembangan keahlian dan

ketrampilantenagakeもalokal．

（2）Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi

PerparJanganIMTA sebagaimana dimaksud pada ayat（1）ditetapkan

melaluiAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah，

PasalII

PeraturanDaerahinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan・

Agar setiap orang mengetahuinya，memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerahini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Batang．
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATENBATANG

NOMOR e TAHUN2014

TENTANG

PERUBAHANATAS PERATURAN DAERAH NOMOR22TAHUN2011

TENTANG RETRIBUSI PERIZINANTERTENTU

I．　UMUM．

Sesuai ketentuan Pasal150　Undang－Undang Nomor28Tahun

2009　tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah，jenis retribusi

daerahdapatditambah sepanJangmemenuhikritehayangditetapkan

dalam Undang－Undang．PenambahanJenis Retribusi Daerah tersebut

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah．Adanya peluang untuk

menambahjenisRetribusidengimPeraturanPemerintahdimaksudkan

untuk mengantisipasi penyerahan mngsI Pelayanan dan peri2Zinan

kepadaDaerahyangJugadiaturdenganPeraturanPemerintah．

SelainuntukmengantisipasiadanyaPenyerahanfungsIPelayanan

dan perLZman kepada Daerah，Peraturan Pemerintah Nomor97Tahun

2012　tentang Retribusi Pengendalian hlu Lintas dan Rethbusi

PerpanJanganIMTAiniJuga bertujuan untuk menambah sumber

畔ndapatZm bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendanai血ngsi

Pelayanan dan perizinan yang menjadi tanggungJaWab Pemerintah

Daerah．

DalamPel・aturanPemerintahini，ditetapkan2（dua）jenisl．etrlbusi

baru，yaitu Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi

Perpa埋mgan IMTA．Retribusi Perparuangan IMTA merupakan

pemberian perparuanganIMTAolehBupatiatau Pejabatyangditunjuk

kepadaPemlJeriKeもaTenagaKeIjaAsingyangtelahmemilikiIMTAdari

MenteriyangbertanggungJaWabdibidangketenagakeIjaanatauPejabat

yangditunjuk．

mngutampeIPanJanganIMTAsebelumnyamerupakanPNBPyang

dengan Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan sebagai Retribusi

Daerah．

Pemilihan Retribusi PerparuanganIMTA dilakukan dengan

pertimbangan pemberian perpa叫anganIMTA sudah merupakan

kewenangan Pemerintahan Daerah berdasar Peraturan Pemehntah
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Nomor38Tahun2007tentangPembagian Urusan Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten／Kota．Disampingitu，

penambahanJenis retribusiini relatif∴tidak menambah beban

mayarakat，menglngatadanyatambahanbiayayangditimbulkanakibat

kemacetan，Sedangkan RetribusiPerpanJanganIMTAhanyamerupakan

Pengalihan kewenangan pungutan Pemerintah・Dalam Peraturan

PemerintahiniJuga diatur mengenai objek dan subjek，pnnSip dan

sasaranpenetapanta萌struktul・danbesamyatarif，danpemanfaatan

penerimaan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi

Perpa叫angan IMTA・Sementara itu，Pemberlakukan Retribusi

PerpargangIMTA dimulai pada tanggall Januari　2013　untuk

membelrikan kesempatan kepada Daerah mempersiapkan kebBakan

daerah dan hal－hallain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan

pemungutanRetribusiPerpamanganIMTA・

Bel・lakunya Undang－Undang Nomor　32　Tahun　2004　tentang

Pemerintahan Daerah sebagalmana telah diubah terakhir dengan

Undang－UndmgNomor12Tahun2008danUndang－UndangNomor33

Tahun2004tentang Perimbangem Keuangan antara Pemerintah Pusat

danPemerintahanDaerah，makapenyelenggaraanFNemerintahandaerah

dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas－luasnya，

disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan

otonomidaerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan

negara・

II．　PASALDEMIPASAL

Pa議JI

Angkal

Pasall

CukupJelas

Angka2

Pa繊細3

CukupJelas

Angka3

Paragrafl

Pa穀Ⅱ30A

CukupJelas

Pasa130B

Ayatl

CukupJelas

Ayat（2）
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Jabatantertentudilembagapendidikanberpedoman

padaPeraturanMenteriyangbertanggung】aWabdi

bidangketenagakeIjaan．

Pasa130C

Ayat（1）

CukupJelas

Ayat（2）

CukupJelas

Paragraf2

Pasa130D

CukupJelas

Paragraf3

Pasa130E

Ayat（l）

CukupJelas

Ayat（2）

CukupJelas

Paragr葛Lf4

Pasa130F

Ayat（1）

CukupJelas

Ayat（2）

CukupJelas

Ayat（3〉

CukupJelas

Paragraf5

Pasa130G

CukupJelas

Paragraf6

Pa緩細30H

旬at（1）
CukupJelas

Ayat（2〉

CukupJelas

Ayat（3）

CukupJelas

Paragraf7

Pa鎖鵡301

CukupJelas

Paragraf8

Pasa130J

CukupJelas

Pasa135A

CukupJelas

Paミ菱u II

CukupJelas
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（1）Pemanfaatan penerimaan Retribusi PerpaJJanganIMTA digenakan

untuk mendanalpenerbitan dokumenizin，pengaWaSaLn dilapangan，

penegakan hukum，penatauSahaan，biaya dampak negatif dari

perpa叫anganlMTA，dan kegiatan pengembangan keahlian dan

ketrampilantenagakerjalokal．

（2）Ketentuan mengenai a1°kasi pemanfaatan penerimaan Retribusi

PerpanjanganIMTA sebagaimanadimaksud padaayat（1）ditetapkan

melaluiAnggaranPendapatandanBelaniaDaerah・

PasallI

PeraturanDaerahinimuhiberlakupadatanggaldiundmgkGm・

Agar sctiap°rang mengetahuinya，memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerahini dengan penempatannya dalaml£mbaran Daerah Kabupaten

Batang・

DitetapkandiBatang

pada血n重婚祉80ktober2014
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